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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penegakan Hukum Pidana 

1.   Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana 

menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh 

negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang 

apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa 

(penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1986: 60). 

 

Menurut Satjipto Raharjo (1980: 15) penegakan hukum merupakan suatu usaha 

untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan 

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat 

dari penegakan hukum. 

 

Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas 

penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai 

kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan 

demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu 

penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah 
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tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan 

yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. 

 

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada 

ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku. Gangguan 

tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, 

yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang 

tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. 

 

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 5) penegakan hukum bukan semata-mata 

berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di 

Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law 

Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan 

penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian 

yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-

undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu 

kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. 

 

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara 

membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah 

dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah 

dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan 

secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). 
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1. Upaya Non Penal (Preventif) 

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada 

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan 

tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya: 

a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna 

mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana 

pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. 

b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan 

perbaikan lingkungan. 

c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya 

kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan 

kejahatan  

2. Upaya Penal (Represif) 

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan 

yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada 

pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana 

yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, 

penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari 

politik kriminil.  

(Sudarto, 1986: 113) 
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2.   Fungsionalisasi Hukum Pidana 

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984). 

 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif (1984: 157) menegakkan hukum pidana 

harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang 

sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan 

mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara 

pada pidana dan pemidanaan. 

Tahap-tahap tersebut adalah: 

1. Tahap Formulasi 

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-

undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi 

syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan 

legislaif. 

2. Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat 

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan 

demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan 

peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak 
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hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap 

ini disebut sebagai tahap yudikatif. 

3. Tahap Eksekusi 

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat 

pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat 

undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam 

putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang 

telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam 

pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang 

daya guna. 

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau 

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber 

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

 

3.  Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana 

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.  
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Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat 

hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu 

masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide 

atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, 

ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun 

demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan 

telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan 

penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan 

dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan 

keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam 

penerapannya. 

 

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 8) penegakan hukum bukan semata-mata 

pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

menghambat antara lain: 

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Semakin baik suatu peraturan hukum maka akan semakin memungkinkan 

penegakkanya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan 

semakin sukar menegakkannya. Secara umum maka peraturan hukum yang 
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baik adalah pertauran hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan 

filosofis. 

2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap 

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus 

terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh 

sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan fasilitas ini digunakan untuk 

mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum. 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. 

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 
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kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan 

hukum yang baik. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan 

tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum 

tersebut. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas, memilki pengaruh 

positif dan negatif. Namun dari semua faktor tersebut faktor penegak hukum 

menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh 

penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak 

hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas. 
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B. Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana 

1. Tindak Pidana  

 

Istilah pidana atau hukumanyang merupakan istilah umum dan konvensional 

dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat 

berkonotasi dengan bidang-bidang yang cukup luas. Istilah pidana atau hukuman 

tidak sering digunakan dalam hukum tetapi juga dalam bidang pendidikan, agama, 

moral, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang bersifat 

umum, maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 

menunjukkan cirri-ciri atau sifat khas pidana. 

 

Bambang Poernomo (1993:2), menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan dan 

siksaan yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan syarat-syarat tertentu 

untuk itu, atau penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang telah 

dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan melakukan kejahatan berdasarkan 

peratyran dan hukum-hukum yang mengaturnya. 

 

Pidana mengandung unsur –unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa atau akibat perbuatan yang tidak menyenangkan. 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) 

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang. 
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Suatu pidana atau sanksi dapat menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk 

beberapa waktu tahun lamanya. Pidana diadakan untuk mencegah terjadinya 

tindak ksalahan, pelanggaran serta sebagai saran untuk memberikan sanksi atas 

tindakan-tindakan yang menurut ketentuan telah menyimpang dari apa yang 

ditetapkan. Namun demikian penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk 

memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu 

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

 

Tujuan Pemidanaan antara lain: 

a. Secara umum untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan 

tata kehidupan dalam masyarakat. 

b. Secara khusus untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang 

hendak berbuat jahat dengan sanksi pidana sifatnya lebih tajam dibandingkan 

dengan sanksi pidana yang terdapat dalam cabang hukum lain                        

(Heni Siswanto, 2003;11) 

 

Jenis-jenis pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP yaitu yang dibedakan dalam 

pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pidana pokok, yaitu : 

 1. Pidana mati 

 2. Pidana penjara 

 3. Kurungan 

 4. Denda 
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b. Pidana Tambahan, yaitu : 

 1. Pencabutan hak-hak tertentu 

 2. Perampasan barang-barang tertentu 

 3. Pengumuman putusan hakim 

 

2.  Pengertian Pelaku Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang 

menyebabkan terjadinya suatu tindak criminal menyebabkan orang tersebut 

menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut 

dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku (Kartini Kartono, 2001;127) 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti strafbaar feit 

KUHP, dimana di dalamnya telah digambarkan siapa yang dianggap sebagai 

pelaku tindak pidana, yaitu : 

KUHP ayat (1) dipidana sebagai pelaku pidana : 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 

melakukan perbuatan. 

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman 

atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan 

orang lain supaya melakukan perbuatan 
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KUHP ayat (2) berbunyi : 

Terhadap penganjur, Hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan 

yang diperhitungkan, beserta akibatnya. 

 

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang 

oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

 

Batasan penjelasan di atas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukan 

Moeljatno (2000:126) yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral 

dan anti social akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di 

kalangan masyarakat dan jelas akan erugikan masyarakat umum. Mengingat 

kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, 

bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti; 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib 

menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. 

 

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni 

pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari 

tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum 

akibat pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap kesalahan si 

pembuat. 
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3. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggunjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan 

yang telah dilakukan. Roeslan Saleh (1983 ; 75), mengatakan 

pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara 

pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. 

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yng 

dipertangjawabkan. Hal tersebut berarti harus diperhatikan terlebih dahulu siapa 

yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah 

pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini mrupakan persoalan kedua yang 

tentunya pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan 

apakah itu merasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut. 

  

Masalah pertanggungjawaban ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada 

umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana 

yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat 

suatu tindak pidana, tidaklah mudah karena untuk menentukan siapa yang 

bersalah dalam suatu perkara harus sesuai dengan proses yang ada dalam system 

peradilan pidana yang ditetapkan. Dengan demikian pertanggungjawaban itu 

selalu ada meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika 

pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau 

persyaratan yang diinginkan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

pertanggungjawaban adalah keadaan yang dibebankan kepaa seseorang untuk 

menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek yang timbul dari tindakan 
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atau perbuatan yang dilakukannya. Suatu perbuatan yang melawan hukum atau 

melanggar belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping itu perbuatan 

melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas 

perbuatannya. Pembuat tindak pidana harus ada unsure kesalahan. 

 

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang 

sebelumnya harus dipenuhi, yaitu : 

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum) 

2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab 

atas perbuatannya (unsur kesalahan) 

 

Asas legalitas hukum pidana Indonesia menyatakan, bahwa seseorang harus dapat 

dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai 

dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang 

tersebut belum dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya 

apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan demikian, 

sesorang dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pidana dan 

pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. 

   

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan suatu kemampuan 

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan akibat melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan 

oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. 

 

Roeslan Saleh (1981;82) dalam mengartikan perbuatan pidana tidak termasuk hal 

pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya 
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perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dapat dipidana 

adalah tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai 

kesalahan atau tidak. Apabila orang melakukan perbuatan itu memang melakukan 

kesalahan, maka ia dapat dipidana. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, 

orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan tindak pidana. 

 

Ridwan Halim (1984;58), seseorang harus bertanggugjawab secara sendiri atau 

bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif 

dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan 

maupun dalam tahap percobaan. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai 

akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap, baik 

itu bersikap selaras dengan hukum atau bertentangan dengan hukum. 

 

Melihat pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu penderitaan atau siksaan yang harus 

diterima dan dipikul oleh seseorang akibat dari tindak pidana kejahatan, kesalahan 

dan pelanggaran yang dilakukannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam 

peraturan-peraturan, perundang-undangan dan hukum pidana yang mengaturnya. 

Selain itu,yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah keadaan 

yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-

akibat atau efek yang dari tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan. 
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C. Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Studi Kasus Tanjung 

Priok 
 

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Tindak pidana 

atau penganiyaan, dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini khususnya pada Bab 

XX tentang penganiyaan. Pasal yang terkait dalam penelitian ini adalah Pasal 358 

yang menyatakan: 

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian 

di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing 

terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 

Ke 1. Dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika 

akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 

Ke 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada 

yang mati.  

 

Selanjutnya Undang-Undang No 26 Tahun 2000, yaitu: 

a. Bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 

manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, 

dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun 

dirampas oleh siapapun. 

b. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin 

pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan 

perasaan aman kepada perorangan atau masyarakat, perlu segera dibentuk 

suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat 

sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang HAM 

c. Bahwa pembentukan pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran 

HAM berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang 

Pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang dan 

oleh karena itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut perlu 

dicabut. 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c 

perlu dibentuk undang-undang tentang Pengadilan HAM. 


